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settlements have a significant effect on illegal settlement on the river border of Bima City. As a

strategy for structuring illegal settlement areas on the border of the river in Bima City,

it is important to pay attention to welfare, urban spatial planning, and commitment
to law enforcement by the government. Illegal riverside settlements are a common
phenomenon in urban areas, especially in regions with rapid population growth. This
study aims to analyze the impact of social and economic conditions, economic
instability, and urban spatial injustice on illegal riverside settlements, as well as
evaluate government policies in addressing this issue. The results show that illegal
riverside settlements have a negative impact on the socio-economic condition of
residents, increase economic instability, and exacerbate urban spatial injustice.

Therefore, the government needs to develop more effective policies to address the issue
of illegal riverside settlements and improve the quality of life for residents.
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PENDAHULUAN

Penataan kawasan pemukiman di kawasan sungai menjadi salah satu tantangan
tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk
yang cukup pesat. Pemukiman kumuh diartikan sebagai lingkungan hunian yang
kualitasnya sangat tidak layak huni. Ciri-ciri pemukiman kumuh antara lain berada pada
lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi
dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan,
kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang
memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan
penghuninya (Fitri, 2021).

Pemukiman kawasan di bantaran sungai di Kota Bima merupakan persoalan
tersendiri bagi pemerintah Kota Bima yang rawan dengan terjadinya banjir. Tercatat sejak
tahun 2016-2023 Kota Bima sering dilanda banjir bandang yang berdampak pada berbagai
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aspek sosial dan ekonomi. D1 satu sisi pemerintah melakukan berbagai upaya mengurangi
potensi banjir, dengan melakukan normalisasi dan pelebaran sungai namun dihadapkan
dengan perlawanan masyarakat dan pemukiman di kawan sungai.

Faktor pendorong timbulnya pemukiman di kawasan sungai Kota Bima adalah
kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik
fisik alami, keadilan tata ruang dam kebijakan pemerintah dan penegakan hukum.
Pemerintah memiliki keterbatasan untuk menyediakan pemukiman baru yang terjangkau,
dukungan masyarakat di kawasan sungai sehingga para pendatang memilih alternatif
untuk tinggal di pemukiman ilegal untuk mempertahankan kehidupan di kota, kehidupan
ini berlanjut menjadi keluarga baru (Ardhi et al., 2022).

Pemerintah Kota Bima telah melakukan berbagai upaya penekanan pertumbuhan
jumlah pemukiman di bantaran sungai seperti penertiban dan pengaturan zonasi kawasan
lahan bantaran sungai. Pengentasan kawasan pemukiman ilegal melalui strategi penataan
kawasan dapat dilakukan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan meremajakan kawasan.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pembuatan zonasi dan
regulasi terkait pemukiman di sempadan sungai dan meningkatkan perekonomian
masyarakat memberikan pendidikan pada masyarakat pinggiran sungai sehingga memiliki
kemampuan yang terampil sehingga meningkatkan kecakapan hidup yang tinggi

Peta pemukiman ilegal di bantaran sungai Kota Bima seperti dalam Gambar 1.

Bl Ao Sempadan Sungai {10m)
Sumber Citra Google Earth 20192023

Area Tinggi Rawan Banjir (25 m)

Pemukiman di Area Sempadan Sungal

Gambar 1. Pemukiman di Sempandan Sungai Kota Bima.

Gambar 1 menunjukkan area sempadan sungai seluas 10 meter, area tinggi rawan
banjir seluas 25 meter, area sangat rawan banjir tercatat 50 meter, area rawan banjir seluas
75 meter, dan area agak rawan banjir seluas 100 meter. Kemudian data rinci tentang
pemukiman di semapadang sungai seperti Gambar 2.
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Luas Area 2019_2023 Luas Area

Sempadan Sempadan

Sungai Yang Sungai
tidak ada 42131.89

Pemukiman; m2
13372.109

Gambar 2. Luas Area Sempandan Sungai Kota Bima

Dari gambar tersebut dapat dipahami bahwa pemukiman di area sempandan sunga
sebanyak 65% atau 27534.51 meter persegi tahun 2019. Pada tahun 2023 perumahan di
bantaran sungai Padolo Kota Bima tercatat 396 rumah yang terdapat di sempadan sungai
Padolo. Data ini mengalami peningkatan dibandingkan data tahun 2022 yaitu 381 rumah.
Data Dinas Perumahan dan Pemukiman juga menunjukkan bahwa setiap rumah rata-rata
dihuni oleh 5 orang anggota keluarga, bahan ada 2 kepala keluarga dalam satu rumah
(Perkim Kota Bima, 2024).

Pemerintah Kota Bima melakukan penataan kawasan di wilayah sungai dengan
memaksimalkan kebijakan relokasi yaitu di Oi Foo dan Kadole. Kendala dihadapi adalah
masyarakat sudah bermukim di bantaran sungai sejak lama, dan bahkan telah beranak
cucu pada tempat tinggal yang sama sehingga pada satu rumah rata-rata memiliki 2 kepala
keluarga dalam satu rumah sekaligus. Sementara rumah relokasi yang disediakan memiliki
ukuran sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ruang yang layak bagi
keluarga yang akan direlokasi. Keberadaan perumahan relokasi di O1 Foo dan Kadole
sebagai bentuk tanggung jawab memberikan kenyamanan tempat tinggal bagi warga yang
berada di lokasi tersebut menjadi perhatian penuh Walikota Bima. Startegi dasar
dilakukan Walikota Bima menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan
pemukiman relokasi masyarakat terdampak sepanjang bantaran sungai Padolo dan
Melayu. Dalam rangka mempercepat proses penataan bantaran sungai, mengingat masih
ada masyarakat yang tinggal sepanjang bantaran sungai yang belum menempati rumah
relokasi yang ada di Kadole, O1 Fo'o dan Jatibaru.

Sebanyak 1.025 rumah yang direlokasi, 101 rumah yang belum direlokasi tersebar
di 2 lokasi tahun 2023 diprioritaskan di sungai Padolo Kota Bima. Pemerintah Kota Bima
menyebut sejumlah kelurahan yang telah tuntas: meliputi Sadia, Lewirato dan Rontu,
sedangkan untuk kelurahan yang belum, meliputi Manggemaci, Sambinae, Paruga dan
Dara (BRIDA Kota Bima, 2023).

Permasalahan lain, masyarakat secara tegas menolak untuk direlokasi pada saat
sosialisasi upaya penataan pemukiman ilegal, warga setempat melakukan protes, dan
bahkan melakukan tindakan dan pengancaman mengarah pada kekerasan mental dan fisik
terhadap aparat pemerintah yang melakukan sosialisasi penataan pemukiman ilegal di
sepanjang bantaran sungai Padolo Kota Bima. Kebijakan pemerintah diberikan ganti rugi
bagi pemukiman agar memberikan lahan selabar 5 (lima) meter dari bibir sungai dengan
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jumlah ganti rugi yang cukup tinggi dan siap direlokasi ke beberapa perumahan yang
sudah di sediakan oleh pemerintah Kota Bima.

Alasan lain dari segi sosial masyarakat, yaitu bagi keluarga yang direlokasi perlu
beradaptasi dengan tetangga dan lingkungan baru, jauh dari sumber pendapatan atau
tempat kerja sebelumnya. (Cayarini et al., 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa
aspek sosial budaya mempengaruhi pola pemukiman, arah orientasi bangunan, perubahan
bentuk lahan, pemanfaatan ruang, ruang kegiatan berbasis gender, dan pembentukan
ruang budaya kawasan pemukiman. Sehingga dalam konteks pemetaan pemukiman ilegal
di bantaran sungai Padolo Kota Bima perlu ditelaah secara mendalam tentang faktor sosial
dan budaya agar menemukan strategi ideal dalam sehingga tidak terjadi konflik dan
menciptakan dan mentahankan lingkungan yang berkualitas.

Penelitian Bakti et al., (2021) sebagian besar masyarakat bermukim di wilayah
tepian sungai merupakan pusat pemukiman dengan berlatar belakang kampung tepian
sungai. Penelitian yang mengeksplorasi model perbaikan pemukiman sebagai adaptasi
terhadap lingkungan fisik kawasan tepian sungai. Hasil penelitian menunjukkan terdapat
dua aspek fisik yang mempengaruhi pemukiman tepian sungai, yaitu: (1) aspek fisik
(physical aspect); dan (2) aspek non-fisik (non- physical aspect). Kedua aspek tersebut
mendukung model perbaikan pemukiman di kawasan tepian sungai menuju pembangunan
berkelanjutan yang berorientasi pada pelestarian kawasan tepian sungai.

Penelitian (Anggraini, 2021) bahwa pelaksanaan penataan kawasan pemukiman
warga bantaran Sungai Brantas Kota Malang berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Malang tidak sesuai, karena dalam Pasal 48 huruf'b Perda tersebut diketahui
bahwa mengadakan penataan lingkungan pemukiman atau peremajaan lingkungan
pemukiman dengan pola membangun tanpa menggusur terhadap kawasan pemukiman
yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana. Kenyataannya masyarakat
banyak yang mendirikan bangunan-bangunan liar sehingga membentuk pemukiman di
daerah bantaran sungai yang terdampak bencana banjir. Fungsi sungai sebagai daerah
resapan air tidak berjalan dengan baik serta dapat membahayakan keselamatan
masyarakat yang tinggal di area bantaran sungai sebab daerah tersebut dikategorikan
sebagai daerah rawan banyjir.

LANDASAN TEORI
Pengertian Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata
ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-
pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional (Setianingsih & Ersina, 2019). Ruang adalah peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Edriana, 2018).

Strategi Penataan Ruang Berkelanjutan

Rencana tata ruang adalah suatu bentuk kebijakan publik yang dapat
mempengaruhi keberlangsungan proses pembangunan berkelanjutan. Berbagai masalah
dan kendala dalam implementasinya dan menimbulkan berbagai konflik kepentingan.
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Konflik yang paling sering terjadi di Indonesia adalah konflik antarpelaku pembangunan
yang terdiri dari pemerintah (public sector), pengusaha atau pengembang (private sector),
profesional (experf), ilmuwan (perguruan tinggi), lembaga swadaya masyarakat, wakil
masyarakat, dan segenap lapisan masyarakat. Konflik yang terjadi antara lain (Simamora
& Andrie, 2022) antara sektor formal dan informal atau sektor modern dan tradisional di
perkotaan terjadi konflik yang sangat tajam; proyek “urban renewal” sering diplesetkan
sebagai “urban removal”; fasilitas publik seperti taman kota harus bersaing untuk tetap eksis
dengan bangunan komersial yang akan dibangun; serta bangunan bersejarah yang semakin
menghilang berganti dengan bangunan modern dan minimalis karena alasan ekonomi
(Kalangi & Denny, 2021)

Pengertian Pemukiman

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan
pemukiman, pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari
satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan
perdesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Pengertian Pemukiman Ilegal

Wahidmurni (2022) menyebuktikan bahwa pemukiman ilegal/liar (squatter
settlement) berasal dari dua kata yaitu kata “pemukiman” yang artinya adalah tempat
bermukim suatu penduduk dan kata “liar” yang berarti ketidakteraturan, liar menurut
aturan (hukum); tidak resmi ditunjuk (diakui) oleh yang berwenang, tanpa ijin resmi dari
yang berwenang, tidak memiliki ijin usaha mendirikan atau membangun; tempat parkir,
sekolah, bangunan rumah dan lain sebagainya Pemukiman liar adalah daerah perumahan
dengan kualitas buruk yang dibangun di lahan yang ditempati secara ilegal seperti rel
kereta api, bantaran sungai, kolong jembatan dan lain-lain (UN-Habitat).

Pengertian Bantaran Sungai

Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah
dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. Garis sempadan sungai adalah
garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan
sungai (Atika et al., 2023; Khaerani & Bulkis, 2022). Sempadan sungai (riparian zone)
adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini
umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut
berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai.
Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri,
sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Namun
karena ketidak pahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan,
sempadan tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain. Sempadan sungai yang
cukup lebar dengan banyak kehidupan tetumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di
dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah.
Keberadaan banyak jenis spesies flora dan fauna merupakan aset keanekaragaman hayati
yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam dalam jangka
panjang(Atika et al., 2023; Mokodongan et al., 2014).
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Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Ruang Pemukiman
Ilegal di Bantaran Sungai Kota Bima

Indra & Sasidhar (2022) melakukan penelitian tentang strategi pemetaan kawasan
yang menyimpulkan bahwa perlu mempertimbangkan faktor sosial budaya karena
kawasan pemukiman merupakan suatu wadah interaksi masyarakat memiliki karakteristik
tersendiri sesuai dengan masyarakat yang tinggal didalamnya. Kondisi sosial budaya
masyarakatnya, sejarah terbentuknya kawasan, serta bentuk adaptasi masyarakat terhadap
lingkungan di sekitar pemukiman. Sistem sosial dan budaya memiliki peran yang sangat
penting dalam pembentukan tata ruang pemukiman. Rapoport (1990) bahwa terbentuknya
lingkungan pemukiman dimungkinkan karena adanya proses pembentukan hunian
sebagai wadah fungsional yang dilandasi oleh pola aktivitas manusia serta pengaruh
setting atau rona lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik (sosial-budaya)

yang secara langsung mempengaruhi pola kegiatan dan proses pewadahannya (Cayarini
et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Responden
penelitian ini sebanyak 56 orang anggota atau kepala keluarga masyarakat yang
bermukmiM di sempandan sungai Kota Bima. Instrumen penelitian ini yaitu kuesioner
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Sosial Ekonomi

Analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh kondisi social ekonomi (X1),
ketidakstabilitas ekonomi (X2), ketidakadilan ruang kota (X3), kebijakan pemerintah dan
penegakan hukum (X4) terhadap pemukiman illegal (Y). Analisis regresi liner berganda
menggunakan aplikasi SPSS for windows ver 25 dengan ringkasan hasil analisis seperti
dalam table 1 di bawah ini.

Tabel 1. Coefficients Analisis Regresi Berganda

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model t ig.
ode Std. Beta e
Error

1  (Constant) 0.108 191 101 2.879 .000
Kondisi — Social 719 50y 612 7978 000
Ekonomi
Ket1daksFab1l1tas 421 022 410  4.430 .000
Ekonomi
Ketidakadilan Ruang 419 202 412 3.321 .000
Kota
Kebijakan
Pemerintah Dan  .611 .022 504 4.139 .000

Penegakan Hukum

a. Dependent Variable:
Pemukiman Bantaran Sungai
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Pe{samaan Regresi:
Y = a (0.108) + bx1 (0,719) + bx2 (0,421) + bx3 (0,419) + bx4 (0,611)

Tabel 2. Penjelasan Persamaan Regresi
Simbol Penjelasan
o Mengisyaratkan tanpa ada alasan kondisi social ekonomi,

ketidakstabilitas ekonomi, Ketidakadilan Ruang Kota,
Kebijakan Pemerintah Dan Penegakan Hukum maka jumlah
pemikiman di bantaran sungai sebesar 0.108.

bX, Mengisyaratkan bahwa jika nilai kondisi social ekonomi
bergeser sebesar 1 maka akan menggeser jumlah pemukiman
bantara sungai sebesar 0,719. Besarnya pengaruh kondisi
social ekonomi terhadap pemukiman di bantaran sungai
adalah (0,719)*> = 51,69% atau dibulatkan menjadi 52%.
Yang mengisyaratkan persentasen alasan warga bermukin
dipemukiman bantaran sungai.

bX, Mengisyaratkan bahwa jika nilai ketidakstabilitas ekonomi
bergeser sebesar 1-unit maka akan menggeser jumlah
pemukiman di bantaran sungai sebesar 0,421. Dengan kata
lain pengaruh  ketidakstabilitas ekonomi kerhadap
pemukiman bantaran sungai adalah (0,421)*= 17,72% atau
dibulatkan menjadi 18%.

bXs Mengisyaratkan bahwa jika nilai ketidakadilan ruang kota
bergeser sebesar 1-unit maka akan menggeser jumlah
pemukiman di bantaran sungai sebesar 0,419. Pengaruh
Ketidakadilan Ruang Kota kerhadap pemukiman bantaran
sungai adalah (0,419)*= 17,55% dibulatkan menjadi 17% .

bX,4 Mengisyaratkan bahwa jika nilai Kebijakan Pemerintah Dan
Penegakan Hukum bergeser sebesar 1-unit maka akan
menggeser jumlah pemukiman di bantaran sungai sebesar
0,611. Dengan kata lain pengaruh Kebijakan Pemerintah
Dan Penegakan Hukum kerhadap pemukiman bantaran
sungai adalah (0,621)’= 37,33% atau dibulatkan menjadi
37%.

Penjelasan persamaan regresi di atas menggambarkan bahwa Kota Bima yang
memiliki berbagai aliran sungai terutama sungai Pandolo dan beberapa masyarakat kota
Bima semakin mengganggu. Efek dari peningkatan pemukiman ilegal dan aktivitas
galian manusia di sepanjang sungai air cenderung menurunkan kualitas lingkungan dan
penyempitan luas sungai karena perumahan yang semakin lama semakin banyak yang
membangun pemukiman secara tidak terkendali.

Hasil penelitian bahwa kondisi sosial ekonomi memainkan peran penting dalam
meningkatkan perubahan pemanfaatan ruang pemukiman ilegal di bantaran sungai Kota
Bima. (Setiawan, 2010) Kemiskinan, keterbatasan akses terhadap perumahan legal, serta
mata pencaharian di sektor informal mendorong masyarakat untuk menempati area yang
berisiko. Seiring waktu, pemanfaatan ruang mengalami perubahan sesuai dengan
kebutuhan ekonomi dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu,
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diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk menangani permasalahan ini, termasuk
penyediaan perumahan yang terjangkau, peningkatan kesadaran lingkungan, serta strategi
penataan kota yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Firdaus &
Arisandy Mursalin, 2022) menemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi
pemukiman masyarakat di bantaran sungai, yaitu sosial, ekonomi merupakan segala hal
yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketidakstabilan Ekonomi merupakan bagian dari faktor yang menjadi penyebab
tinggi atau rendahnya jumlah pemukiman ilegal di bantaran sungai Kota Bima. Kondisi
ekonomi yang tidak stabil, seperti inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan krisis
ekonomi, dapat mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk mencari alternatif
tempat tinggal yang lebih terjangkau, meskipun berada di lahan ilegal seperti bantaran
sungai. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, banyak individu kehilangan pekerjaan
atau mengalami penurunan pendapatan, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar
termasuk perumahan. Akibatnya, mereka cenderung memilih tinggal di kawasan yang
tidak memiliki izin resmi karena biayanya lebih rendah, meskipun menghadapi risiko
lingkungan dan kesehatan.

Ketidakstabilan ekonomi sering kali memicu urbanisasi, di mana penduduk
pedesaan pindah ke kota untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Namun,
keterbatasan lahan dan tingginya biaya perumahan di perkotaan membuat mereka
memilih bermukim di area ilegal seperti bantaran sungai. Hasil penelitian (Ria Armayani
et al., 2022) ketidakstabilan ekonomi berperan signifikan dalam mempengaruhi jumlah
pemukiman ilegal di bantaran sungai, karena kondisi tersebut mendorong masyarakat
untuk mencari solusi perumahan yang lebih terjangkau meskipun tidak legal dan berisiko.

Faktor ekonomi menjadi alasan tingginya pemukiman di bantaran sungai Kota
Bima. (Setyaningrum & Giyarsih, 2019) analisis kerentanan sosial ekonomi dengan
beberapa indikator yang dapat mempengaruhi kerentanan pertumbuhan jumlah
pemukiman di bantaran sungai diantaranya kerentanan sosial dan ekonomi. Indikator
tersebut kemudian diolah dengan melakukan pengharkatan dan pembobotan terhadap
faktor kerentanan rumah tangga. Nilai harkat menunjukkan besarnya sumbangan
terhadap nilai kerentanan ekonomi rumah tangga. Analisis kerentanan sosial ekonomi
dengan skala lokal (rumah tangga) yang dilakukan melalui survei rumah tangga, membuat
pembobotan dan pengharkatan dari tiap indikator kerentanan sosial dapat diketahui
karakteristik masyarakat di bantaran sungai.

Sosial budaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan
mengenai sempadan sungai kota Bima. Masyarakat pinggiran sungai kota Bima
memiliki rumah hingga keterikatan secara aktivitas di sungai. Seiring berjalannya waktu
masyarakat pinggiran sungai berorientasi dan membangun rumah di sempadan sungai
hingga saat ini. Hal in1 disebabkan karna kebiasaan masyarakat pinggiran sungai di kota
Bima selalu menambah bangunan rumah ke belakang rumah di saat ada keluarga yang
baru di rumah itu, yang mana penambahan bangunan yang terus menerus sampai akhirnya
menyentuh badan sungai.

Masalah lain yang menjadi penyebab munculnya dan berkembangnya pemukiman
ilegal adalah ketidakadilan distribusi ruang kota menjadi salah satu faktor utama yang
mendorong munculnya permukiman ilegal di berbagai kawasan perkotaan termasuk di
Kota Bima. Ketidakadilan ini tercermin dalam perencanaan dan penataan ruang yang
tidak mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang
berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakadilan dalam distribusi dan
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perencanaan ruang kota memiliki hubungan erat dengan munculnya permukiman ilegal.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dalam
perencanaan tata ruang, penyediaan perumahan terjangkau, serta peningkatan partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan kota. Dengan
demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan perkotaan yang lebih adil dan
berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketidakadilan dalam distribusi ruang kota merupakan salah satu faktor utama yang
mendorong munculnya permukiman ilegal di bantaran sungai. Perencanaan tata kota yang
tidak inklusif sering kali mengabaikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah akan
perumahan yang layak dan terjangkau. Kelompok masyarakat ini mencari alternatif
tempat tinggal di area-area yang tidak diperuntukkan untuk permukiman, seperti bantaran
sungai. Hal ini menyebabkan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali dan berkontribusi
pada degradasi lingkungan, seperti yang terjadi di bantaran sungai di mana pemukiman
padat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan sungai. Kurangnya pengawasan dan
penertiban oleh pemerintah terhadap perkembangan permukiman ilegal di bantaran
sungai memperparah situasi ini. Tanpa adanya tindakan yang efektif, kawasan-kawasan
tersebut terus berkembang menjadi lingkungan kumuh dengan infrastruktur yang minim
dan kualitas hidup yang rendah (Kurniati & Suhardi, 2021; Putro, 2021; Suparto, 2014).

Kebijakan pemerintah dan penegakan hukum memiliki pengaruh terhadap peran
krusial dalam pengelolaan dan pengendalian pemukiman ilegal. Implementasi kebijakan
yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten dapat mencegah serta menanggulangi
pertumbuhan pemukiman ilegal yang sering kali menimbulkan berbagai permasalahan
sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya penataan atau relokasi permukiman ilegal di
bantaran sungai sering kali menimbulkan konflik antara pemerintah dan warga yang
terdampak. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adil dan partisipatif
dalam perencanaan ruang kota, yang mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan
masyarakat dan mencegah munculnya permukiman ilegal di area-area yang tidak sesuai.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk mencegah
dan menertibkan pemukiman ilegal. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang
lemah sering kali menyebabkan berkembangnya pemukiman ilegal di berbagai wilayah.
Kurangnya tindakan tegas dari pemerintah daerah menyebabkan pemukiman ilegal tetap
bertahan bahkan berkembang selama bertahun-tahun. Upaya pembangunan dalam
implementasinya menggunakan instrumen penataan ruang wilayah haruslah bermuara
pada kebutuhan masyarakat. Namun jika diperhatikan banyak terjadi kebijakan penataan
ruang dan wilayah yang tidak memperhatikan peruntukan penataan dengan baik, sehingga
mengakibatkan dampak seperti kemacetan dan implikasi kerusakan lingkungan. (Ananda,
2022; Kemenhukumdanham, 2014).

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian in1 bahwa perkembangan pemukiman ilegal di sempanda
sungai Kota Bima disebabkan oleh beberapa pengaruh yang mempengaruhi. Hasil
penelitian menyimpulkan Kondisi Sosial Ekonomi, ketidakstabilan ekonomi,
ketidakadilan ruang kota dan kebijakan dan penegakan hukum memiliki pengaruh
signifikan terhadap pemukiman ilegal di kawasan sungai Kota Bima. Semakin kondisi
sosial ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi yang rentan maka akan semakin tinggi pula
perubahan pemanfaatan bantaran sungai. Ketidakadilan ruang kota dan kebijakan dan
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penegakan hukum yang tidak adil maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah
pemukiman ilegal.

Saran

Pemerintah Kota Bima hendaknya melakukan multipendekatan pemetaan
Kawasan Pemukiman Berkelanjutan di Bantaran Sungai Kota Bima berkelanjutan dengan
berbagai pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah,
masyarakat, hingga sektor swasta agar kawasan pemukiman ilegal tidak berkembang dan
menjadi masalah yang tidak terselesaikan di Kota Bima.

Kemudian bagi masyarakat penting untuk menata dan evaluasi diri terhadap risiko
bermukim di kawasan sempandan sungai, dan oleh karena itu penting untuk
memperhatikan dan bekerjsama dengan pemerintah dalam menata kawasan kumuh di
Kota Bima.
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